SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
FROVINST JAWA BARAT

PERATURAN WALl KOTA BANDUNG

NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN FEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4

Menimbang

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL! ROTA BANDUNG,

+ a, bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata ranta

penularan Corona Virus Disease 2019 [Cowd-149),
Pemerniah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Femberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masvarakat
Darurat Corona Vinus Disease 2019 sebagaimana teinh
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Bandung Nemor 71 Tahun 2021, namun dalam
perkembangannya terbit Instruks: Menteri Dalam Negeni
Nomor 22 Tashun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegintan Masyvarakat Level 4 Corona Virus
hzease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, schingga
Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Regiatan
Masvarakat Level 4 Coronag Virus Disease 2019 Dt Kota
Bandung;

Mengingal



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Bessr UDalam
Lingkungan Propingi Djawa Timur, Diawa Tengah,
Enawa Barat dan Dalam Daerah |stimews Jogjakarta
[Berita Megara Republik Indonesta Tehun 1950 Nomeor
43] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Namior 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahuly] tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan kota-kota-Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1954 Nemor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 rentang Wabah
Penyakit Menular [Lembaran Negarn Eepublik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negars
Hepublik Indonesia Nomor 3273):

Undang:Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia  [Lembéran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
41068,

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenteng Tentars
Masional Indonesia {Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambshan
Lembarmn Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun /2007 tentang
Penangeulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor 4723):

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubhk
indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3025);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 iontang
Keachatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang ...
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8.

140,
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tihun 2014 wentang
Pemerintahan Daerall [Lembaran MNegare Republik
Indonesin  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomer 5587)
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir
dengan Undang-Undang Romor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 5B,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),
Untlang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrani Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601,
Undang-Undang Nomor & Tahun 2018 tentang
Kekarantingan Keschatsn (Lembaran Negara Republik
Indonesita Tahun 2018 MNomor 128, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
Undang-Uindang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor | Tahun 2020 tentang Kebijaksn
Keuangan Negara dan 3Stabilitas Sistern Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20149
(COVID-19) danfatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahavakan Perekonomian Nasienal
dan/atauy Stabilitas Sistem Keusngan Menjadl Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor B7, Tambahan Lembaran Negara Republk
lndonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tshun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembamn
Negera Repitblik Indonesia Tahun 1991 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3447,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tehun 2008 tentang
Penyvelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Wegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
AB28):

14. Peraturan ...
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|4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolasn Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesizs Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negarda Republik
Indonesia Nomor 18209);

15, Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Kepublik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tembahan
lembaran Negara Republik Indonesis Nemor 6322);

16. Peraturan  Presitten Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penvelenggaraan Kedaruratan Bencana pade Kondisi
Tertentu [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

17. Peraturan  Presiden Nomor 82 Tahun 2020 rentang
Romite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Cownd-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasgional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

18, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugiis Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagrimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomaor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 23020 tentang Gugus Tuges Percepatan
Penanganan Corona Vires iseass 2019 [COVID-19);

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tshun 2020 tentans
Fenetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
1.;’t'r1m Disease 2019 (COVID-19|;

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
[hsease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional!

21 Peraturan Menteri Keschatan Nomor 949 Menkes/
SKE/AVIL2004 lentang Penvelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dim Kejadian Lusr Binsa;

22. Peraturan Menteri Perhubungan Neomor PM 18 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corena Virus Disease 7019
([COVID- 19 (Berita Negam Eepublik Indonesia Taklun
2020 Nomor 361};

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahuan 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 249);

24, Peraturan |,



24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
|Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

25 Keputusan Menteri  Kesehatan Nomor HK.01.07)
MENKES /328 /2020 tentang Pandusan Pencegahan dan
Pengendalian Corong Vinus Disease 2019 (Cowmd-19) di
Tempat Kega Perkantoran dan Industri  Dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi
Pandemn:

26, Keputusan Menteri  Keésehatan Nomor HK.01.07/
MENKES /382/2020 tentang Protokel Kesehatan Bam
Masvarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Vius
Irseqse 2019 (Comd-19);

27. Keputusan  Bersama  Menteri Pendidikan dan
Rebudavaan, Menteri Agama, Meénten Keschatan, dan
Menteri Dalam Neger Nomor 01 /KB/2020, Nomar 516
Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020
tentang Pandusn Penyelenggaraan Pembelataran Pada
Tahun MAjaran 2020,/2021 dan Tahun Akademik
L020/2021 [ Masa Pandemi Comna Vinus Dsease
2019 (Cownd-19);

28, Keputusan Menteri Dalam  Negenn Nomor 440-B30
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Barn
Produktf dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-
i9) Bagi Aparatur Sipl Negara di  Lingkungan
Kementenan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

29, Keputusan Menteri HKesehatan Nomor HK.D1.07/
Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencepahan dan
Pengendalian Corona Vinus Disease 2019 [Cowd-19);

30. Peraturan Qubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi  Administratil Terhadap
Pelanggaran  Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sowial Berskaln Besar dan  Adapasi
Kebtasuan Baru Dalam Penanggulangsm  Coronauiris
Dizease 2010 {Cownd-19) i Daersh Provinsi Jawa Barar
[Berima Dacrah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor
B0),

31. Peraturan ...
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31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020
entang Sistem Reschatan Daer;a.h [Lernharan Dasrah
kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikarn: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Feningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan  Pengendalian
Corona Virus Disease 2019;

2. Instruksi Menten Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2021
tentang  Pemberiakuan Pembatasan  Kepiatan
Masvarakat Level 4 Corona Virus [sease 2019 di
Wilavah Jawa dan Bali;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021
teriteng  Pemberiakuan — Pembatasan — Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikio dan Mengoptimalkan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Tingkar Desa dan Kelurshan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

4. Sural Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun
2020 remgng Panduan Penvelenggaraan Kegiatan
keagamaan di Rumab Tbadah Dalam Mewujudkan
Masvarakat Produktil dan Aman Covid-19 di Masa
Pandem;

5. Surat Edaran Hepala Badan Nasional Penangegulangan
Bencana Nomaor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan

Dararat Bencana Nonalam Corong Vious Diseass 2019
(COVID-19) Sebagai Bencang Nasional;

MEMUTUSEAN:

Menetapkan ; PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA
VIRUS DISEASE 2019 D1 KOTA BANDUNG.

BAB ...
4



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesaty
Pengertian

Pagal |

Dalam Peraturan Wali Kota inl, vang dimaksud dengan:

1,

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia vang
memegang kekiasaan pemerintahan negara Republik
Indomnesia yvang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
18945,

Pemerintah Daerah  Provinsi adslah  Pemermtah
Dagrah Provins! Jawa Baral.

Daerah Kota adalah Daerah Kotda Bandung.
Pemerintah [aerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara  Pemenntahan [Deerah  vang
memimpin pelaksanasan uresan pemerintahan vang
menjady kewenangan Daerah Otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam pm:.rlc’ng_gamnn urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daernh.
Pemberiakuan Pembatasan Kegatan Masyarakat Level
4 vang selanjuinya disingkat PPEM Level 4 adalah
pembatasan kegiatan terfentu dalam suatu wilayah
vang diduga terinfeksi Corona Virus Dhisease 2019
(Cotid-19) sedemilaan  rupa  untek  mencegah
kemunghinan penyebaran Corena Vius Disegse 2019
(Corid-19)

B. Caronea ...

A



10.

1R

12.

I3.

1=

Corona Virus Dhsease 2019 vang selanjutnva disebut
Corid-19  adalah wsebapai  penvaldi  vang  dapat
menimbulkan wakmah.

Barang kebutihan pokok adalah barang vang
menvangkut hajat hidup orang banvak dengan skala
pemenuhan kebutuhan vang tnggi serta memjadi
faktor pendukung kesejahterasn masyarakat
Penduduk  adalnh  setiap orang yang berdomisili
dan/atau berkegiatan di Kota Bandung.

Pelaku usaha adalah setiap orang perssorangan warga
nignra ndonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang
didinkan dan berkedudukan dalam wilavah hukum
MNegara Kesatuan Repuhblik Indonesia vang melakukan
kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau
industri.

Sckolah adalah jalur pendidikan vang terdiri atas
Pendidikan Formal, Nonformal dan informsl termasuk
sekolah keppgamaan.

Satoan Tugas Penanganzan Corona Vinis Disense 2019
(Comd-14) Tingkat Kola Bandung, vang selanjomva
disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana
penanganan Cowid-19 di Daesrah Kota yang ditetapkan
oleh Wali Kota

Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019
[Cowd-19) Tingkat Kecsmatan yang selanjutnva
cisebut Satgas Tingkat Kecamatan sdalah unit
pelaksana penanganan vang ditetapkan oleh Wali

Kota.

15, Satuan ...

4,1.—



I3,

16,

i

Satuan Tugas Penanganan Carona Virus Disease 2010
(Covid-19) Tingkat Kelurnhan yang selanjutnva dissbut
Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksans
penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab
penvakit masuk ke dalam tubuh (gast penularan)
sampai saat dmbulnya penvakit.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pa=sl 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah
schagai pedoman pelaksanaan PPEM Level 4 dalam rangla
pencegehan dan pengendalian Cowrid-19 di Daerah Kota

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wall Kota ini adalah sebagai
berikut:

A

pedoman bag masyarakal dan/atsn aparat/petugas
agar dapat melakukan pembatasan kegiatan atau
nktivitas dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan di tengah pandemi Cowid-19;

meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi
penyvebaran Covid-19;

memperkiat upayas penanganan kesehatan okibat
Cowviel-19; dan

upava pengendalian penyebaran Cowid-19 di Daerah
Kota.



10

Hagan Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

A
b

c

> o

(1

pelaksanaan FFKM Level 4,

persetujuan kegiaten faktivitas mertentu,

hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutohan dassr
penduduk selama PPEM Level 4

sumber dava penanganan Cawid-19;

sosialisasg;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan;,

penegakan hukum; dan

BAR I
PELAKSANAAN PPEM LEVEL 4

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Dalam rangka pengendalian penvebaran Cowid-19,
selama pelaksanaan PPRKM Level 4 setimp orang vang
berdomisili dan/atau berkogiatan di Daerah Kota wajib
menerapkan  perilaku  hidup bersth dan sehar
mencakup:
a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar
rumah sesusl standar dengan benar,
b mencuci tangan dengan memakai sabun atau
menggunakan hand sanittzer;
c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak

(\phusical distancirg);

d. menghindari ...

it
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. menghindan menveniuh area wajah;

e menghindan  kerumunan yang  berpotensi
menimbulkan penularan Cowd-19;

f. membatasi aktivitas di tempat umuam;

g tdak merokok di tempat/fasilitas umum; dan

h. tidak meludah di sembarang tempar.

{2] Sedsp Pelaku Usaha wajibh melaksanakan SCreaning
penodic Comd-19 kepada karvawan dan pengunjung
achagal wijud tanggung jawab dalam pencegahan dan
pengendalian penyebaran Copid-19,

(3] PPRKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cilaksanakan pada:

A.  kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau
institust pendidikan lainnva;

b aktivitas bekerja di tempat kerja;
kegiatan keagamaan di romah ibadah;

.  kegmtan di tempat atau fesslitas omom:

e kegatan  perdagangan, perindustrian  dan
pariwisats;

. kegatan somal, olahrags, seni dan budave: dan

g pergerakan omeng <an  barang mengsunakan

Bagian Kedua
Pelaksanann Kegintan Pembelajaran di Sekolah dan
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6
(1] Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah dan
Institusi Pendidilan  lainova  dilakukon melalui
pembelajaran di romah/tempat tinggal masing-masing
melglii metode pembelajaran jarak jauh secesa
danng/online.

12] Teknis ...



(2

(3)

14

12

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta
pelavanan administrasi Sckolah selama PPEM Level 4
diatur lebih lanjut oleh Thnes Pendidikan dan
Kementerian yang membidang urusan pendidikan dan
urusan keagamann,

Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdir
atas:

Pendidikan Anak Usia Dind;

Taman Kanak-kanak;

Raudatul Athfal;

Sekalah Dasar;

Madrasah Ibtidaivah;

Sekolah Menengah Pertama;

Medrasah Tsanawivah;

Sekolah Menengah Atas,

i Sekolah Menengah Kejuruan:

1. Madrasah Alvah; dan

T B

=~ f B oD

T

k. Sekolah keagamasn lainnve.

Institusi pendidiban lsinnya sebagaimans dimaksud

pada avat (1), meliputi milik Pemerintah, Pemenntah

Daecrah Provinsi, Pemenintah Daerah  Kota dan

Lembaga Masyarakat, terdin atas:
lembaga pendidikan tinggi;
iembaga pelanhan:

c. lembaga penelitian;

il. lembaga pembinaan;

¢ lembaga pendidikan keagamaan terdin  atas
Pondok Pesantren, Majelis Talim, pendidikan
keagamaan lninnya; dan

.  lembaga pendidiken lainnya sepert lembaga
kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan
keterampilan, pusat kegiatan belajar masvarakat
serta pendidikan nonformal lainnyva,
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Pasal 7

Selama pembelajaran di Sekolah dan institus pendidikan

lainnya dilakukan melalui pembelajaran jarak jaub secara

daritg/online, penanpggung jawab Bekolah dan institusi
pendidikan lainnya wagib;

a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan
terpenuhinva hak peserta didik dalam mendapatkan
pendidikan;

b. pembelajaran  jarak jauh secara  darng/online
dhlaksanakan dengan kegiatan vang aktif, kreatif dan
menyenangkan;

c. melakukan pencepahun penvebaran Cowmid-19 di lokasi
dan lingkungan Sekolah dan /atay institusi pendidikan

lainnya;

d. menjager keamanan Sckolah danfatau  institusi
pendidikan lainnva;

c. membershkan dan melakukan disinfeksi sarana dan
prasarana Sekolah; den

f.  menempkan protokol pencegahan penyebaran Cowid-
19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lamnva.

Pasal 8

Dalam hal Sekolah den institusi  pendidiken lainnva

sebagnimana dimaksad dalum Pasal 6 avat (1], avar (3) dan

nyat (4} melakukan kegiatan dan/fatau  aktivitas
admimstrasl di luar kegiatan pembelajaran, maka pimpingn

Selkolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan:

a, pembatasan  interaksl dalam aktivites  kegiatan
administras:;.

b,  pembatasan setiap orang yang mempunyai penvakit
penyerta dan/atau kondisi vang dapat berakibat [atal
apabila terpapar Cowd-19 untuk melakukan kepatan
di Sckolah dan institum pendidikan lainnya, antara
lain:

1. penderita tekanan darah tingsi;
2. pengidap penyakit jantung,
4.  pengidap dinbetes;
4. penderita ...

e



W o~ oo;

4

pendenita penvakit paru-paru;
pendeénta kanker;

thu hamil;

penderita imunitas rendah: dan

tisia lebih dari 50 (lima puluh) tshun,

penerapan protokol pencegahan penvebaran Cowid-19
di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, meliputi:

i =

memastikan ruang kenja selalu dalam keadsasan
bersih dan higienis;

menyvedinkan vaksin, vitamin dan nutrisi
tambahan puna meningkatkan imunitas bagi
pegawal [ pendidik dan tenapa Kependidikan;
melakukan disinfeks secara berkala pada lantai,
dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
melakukan deteksa dan pemantauan suhuy tubuh
pegawnl/pendidik dan tenaga kependidikan varg
meémasuki ruang kerja;

mengharuskan  cuct tangan  dengan  sabun
dan/atnu  pembermb  tanpan  (harnd  sormbzer
rmasiuk menyediakan fasilitas cuci tangan vang
memadal dan mudsh diakses pada Sekolah dan
institus) pendidikan kmnva;

menjaga jarak antar sesama pegawal/pendidik
dnn tenaga kependidikan (physical distancing)
paling sedikit dalam rentamg 2 (dua) meter;
mielakukan penyvebaran informass SeTLA
anjuran/himbauan pencegahan Cowd-19 untuk
diseharluaskan pada lpkasi stravegis di Sekolah
dan ingtitusi pendidikan lainnya; dan

8. dalam ..

A
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B. dalam hal ditemukan adanva pegawai/pendidik
dan tenaga kependidilean di Sel-mﬁh dan mstitusi
pendidikan lainnya yang menjadi pasien dalam
peTigawasEn, maki:

a) pegawal/pendidik dan tenaga kependidikan
vang menjadi pasien dalam pengawasan
wajlb melakukan isolasi mandin paling
sedikit 14 (empat belas) han kerja;

bl petugas medis dibantu satuan pengaman
melnkukan evakuasi dan  penyemprotan
disinfektan pada seluruh 1empat, fasilitas
dan peralatan kerja; dan/atau

¢l pelaksansan pemeriksaan kesehatan dan
isolast bagi pegawail/karyawan vang pernah
melakukan kontak fisikc dengan
pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan
yang terpapar Covid- |9

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPEM Level 4 Dalam Perjalanan Dengan Sifat

(L)

[£)

(3]

Malnlitas

Pasal 9
Setinp orang yang melalakan perjalanan di Dasrah
Kota, wajb menerapken dan mematuhi  prombol
kesehatan yakm dengan memakal masker sesum
standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari
kerumunan serta meneuct tangan dengan sabun atau
menggunakan hand sanitizer.
Dafam hal tungkar kewaspadaan Daerabh Kots masuk
zona merah, maka kegpatan perjalanan antar Dacrah
Kabupaten/Kota dalam sam Provinst Jawa Barar atau
antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.
Regiatan pealanan [hnas penenmasan  kunjungan
tamu dari luar Daerah Kota peda Perangkat
Daerah/unit  kerja dan BUMD di lingkungan
Pemerintah Dacrah Kots, serin mstansi Pemenmtah
maupun swasta di Dacrah Kota tidak dilaksanakan.
(4) Untuk ...

if
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Untuk mencegah penyebaran dan penularan Comd-19,
Satgas Tingkar Kowa, Sargas Tingkat Kecamatan dan
Satgas Tingkat Kelurahan sEnLLA dengan
kewenangannya dapal membatasi pergerakan setiap
orang baik dengan berkéndarsan maupun tdak,
melalyi menuctuyp sementara dan/fatau pembatasan
pengeunann ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kot

Pasal 10

Setiap orang di Daerah Kota vang skan melakukan
petjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan
mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memaka
masker sesual standar dengan benar, menjaga jarak
dan menghindarn kerumunan serts mencuci tangan
denigan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Setiap orang vang melakukan perjalanan sebagaimana

dimmaksud pada ayat (1), harus

a. menumukkan kartu waksin, minimal vaksinasi
do=is periama,

b.  menunjukkon hasil gji es RT-PCR untuk meda
transportasi pesawat udara:

. menumjukkan hasil wji Ragdd Antigen Test untuk
moda transportasi mobil pribadi), sepeda motor,
bis, kereta api dan kapal laut:

o, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
hurufl b dan huruf o berlaku untuk kedatangan
dan keberangkaitan darl Daemb Koma dan ke luar
Dierah Kote: dan

c. untuk sopir kendaraan logistik dan fransportasi
barang laivnva dikecualikan dari  ketentusn
memilili kartu vaksin,

Sagian keempat

Pelaksanasn PPKM Level 4 di Tempat Kerja/ Perkantoran

[t

Pasal 11
Dalom rangka pelaksanaan PPKM Level 4. pimpinan
remipat kerja/ pericintoran wajib menerapkan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian penvebaran
Cowd- 19 secara ketat,
(2) Pimpinan ...

4t
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(2] Pimpinan tempat kerja/perkantdran mengutamakan
pelaksanaan pekenpan  hagi  pegawal/karvawan
melaiul pengaturan bekerja sebagai benkut:

sektor non esensial, diberlakukan 100% [seratus

persen) bekerja di rumah (work from home);

sekitor esenmial, yang meliputi:

.

b.

]

2

3

keuangan dan perbankan hanya melipun
aguransi, bank, pegadaian dana pensiun dan

lembags pembiayasn vang berorientasi pada

pelavananan fisik dengan pelanggan, dapat
beroperasi dengan Kapasitas paling banvak
S0% (Hma puluh persen| staf bekeria di
kantor [work from office) untuk lpkasi vang
berkaitan dengan pelavanan  masyarakat,
serte 25% (dua puluh lima persen) staf
bekerja di kantor (work from office) untuk
pelavanan administrasi  perkantoran  gung
mendukung operasionsl;
pasar modal ([yang berorvientasi pada
pelayanan dengan pelanggan dan
berjalannyva operasional pasar modal secara
baikl, teknolog informasi dan komunikasi
vang meliputi operator seluler, data center,
intwemet, pos, media terkait dengan
penyebaran  informasi kepada masvarakat
dan perhotelan non penanganan karantina,
dapat beroperasi denpgan kapasitas paling
banyak 50% [lima pulub persen) staf bekena
di kantor (twork from office).
industri orientasi ekspor dapat beroperasi
dengan kapasitas paling banyak 50% (lima
puluh persen] stal hanve di fEsilitas
produksi/ pabrik, serta 10% (sepuluh persen)
untulk pelpvanan administrasi perkantoran
guna mendukung operasional dan harus
menunjukkan  bukti  contoh  dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang sclama 12
(dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain
yang menunjukkan mncana ckspor dan
wajih memiliks fzin Operesional dan Mobilitas
Kegiatan Industri; dan

4} bidang ...

=)
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bidang pemenntahan vang membenkan
pelayanan publik vang tidak biss ditunda
pelaksanaannya, diberiakukan paling banyak
25% [dua puluh lima persen) bekerja di
karitor [work from office).

sektor kntikal, yang melipuri:

1)

kesehatan serta keamanan dan ketertiban
maavarakat diberiakukan 100% (seratus
perseni) bekerja di kantor (wark from office);
dan

penanganan bencana, energ, logstik,
transportasi dan  distribusi | terutama
kebutuhan pokok masyarakat. makanan dan
minuman serta  penunjangnyva  termasuk
untuk ternak/hewan pebharaan, pupuk dan
petrokimia, semen dan bahsn bangunan,
objek vital nasional, proyek stratepis
nasional, konstruks: {(infrastuktur publik],
utlitas dasar (listnk, arr dan pengelolann
sampah) dapat beroperasi 1009 (seratus
persen) hanya pada fasilitas
produksi/ konatruksi / pelavanan kepada
masyarakat dar untuk pelavanan
admimistrasi  perkantoran  diberlakukan
paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
staf bekerja di kantor (work from office].

(3) Wakty ...

4
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Waktu operasional i tempat kerja/perkantoran
sebagaimana  dimaksud pada avat (2] ditetapkan
sebagal benkut:

n untuk semua  tempat  kerja/perkantoran  di
lingkungan Pemeriniah Daerah Kota termasuk
Badan Usaha Milik Daemb dilakukan secars
neormal;

b, untuk semua tempat kemga/perkantoran instansi
vertikil termasuk Badan Usaha Milik Megsra
mengikuti  ketentuan vang  ditetaplan  oleh
Pemerintah Pusat; dan

o, untuk Semila tempat kerja/ perkantoran
Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 Wi8
sampai dengan jam 16.00 WIB.

Balam hal di tempat kega/perkentoran akan

meiaksanakan pETiETTIUET maka perternuan

diutamakan dilakukan melalui pertemuan secars
damng/ online.

Dalam hal pertemuan dilakukan SECATA

langsung/tatap muka maka peserta pertemuan

dibatasi paling banvak 30% (tige puluh persen| dari
kapasilas ruang pertemuan.

ketentuan lebih lanjut mengenar protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian penyvebaran Covid-19

sebagaimana dimaksud pada avat [1) tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahlan

dar Pemmturan Wali Kota irni.

Hagan Kellma
Pelaksanaan PPKM Level 4 di Fasilitas Pelavanan

Kesehatan

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4, pimpinan
Fasilitas Pelavanan Kesehatan wajb menerapkan
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
penyebaran Couvid-19.
Pimpiran Fasilitas Pelavanan Kesehatan
mengutamakan pelaksanaan pekerjaan hag
pegawsl f karyawan melalui peagaturan bekena dengan
menggunakan shift.

(3) Wakwu ..
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Waktu operasional di Fasilitas Pelavanan Kesehatan
dilakukan secara normal.

Ketentuan lebib lanjut mengenai protokal kesehatan
penicegahan dan péngendslian penvebaran Cowvid-10
schagaimana dimaksud pads ayot (1) tercantum dalam
lampiran | yang merupakan bagien ddak terpisatikan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan PPKM Level 4 di Pusat

Perbelanjaan /Mall/ Pertokoan, Pedagnng Kaki Lima dan

(1)

(2)

(3]

Sejenisnya

Pasal 13
Dalam pelaksanaan PPKM Level 4 selama pandemi
Couid-19, kegiatan di Pusat

Perbelanjaan /Mall / Pertokosn, ditutup kecuali akses
untuk restoran, rumah msekan dan caf® serta toko
modemn yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat
kssehatan diperboiehkan dengan ketentuan  wajib
menerapkan  protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian penvebaran Covid-19 secara ketat.
Pimpinan /pemilik/pengelola toko modern, Pedagang
Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan
pekersan bagi pegawai/karvawan melalul pengaturan
bekeria dengan menggunakan pembagian wakiy kerja
bergiliran (work in shiff).
Waktu operasional ditelapkan sehagai berikut
a. wekiu operasional untuk toko modern dan toko
kelontong vang menjual kebutuhan sehari-hari
dan alst kesehatan vaitu mulsl buka pukul
10.00 WIB sampai dengan turup pukul 20.00
Wit;
b.waktu ...

A
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. waktu operasional pesar tradisional vaitu rmulai
buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup
pukul 20000 WIB;

e,  waktu operasional pasar induk dilakukan secars
normal;

d. wakiu operasional untuk warung, restoran,
rumah makan dan café yaitu mulal buka pukul
06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00
WIiB:

e, waktu operastonal untulk apotik dan wko obat
dapat buka selama 24 jam; dan

f.  wakiu operasional Pedagang Kaki Lima mula
buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup
pukul 20.00 WIB.

Kapasitas dava tampung pnug_,unjung toko modern dan

loko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-han

dibatas: paling hanyak 50% (lima puluh persen| dan
kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.

Pelaksanaan kegiatan warung makan, rumah makan,

cale, pedagang kals lima. baik vang berada pada lokasi

tersendiri  maupun vang beriokasi pada pusat
perbelanjaan/mall hanva menerima delivery/take
aiiay dan tdak menerima makan ditempat (dine-in).

Pengelola restoran, warung makan, rumeh makan,

cafe sebagaimana dimaksud pada ayar (§) wajib

menvediakan tempat pemesanan dan  pengambilan
makanan vang telah ditentukan.

Retentuan Tebih lanjut mengenal prolokal keschatan

pericegahian dan pengendalian penvebaran Couvld-19

sehagaimana dimaksud pada avat (1] tercantum dalam

Lampiran | yvang merupiakan bagman tidak terpisahkan

dan Peraturan Wali Kota ini.

i
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Bagian Ketujuh
Pelaksanaan PPKM Level 4 di Perhotelan

Pasal 14
Dmfam  rangka pelaksanaan PPKM  Level 4,
penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol
kesshatan pencegahan dan pengendabian penvebaran
Coved-19.
Penanggungiawab hotel mengutamaksan pelaksanaan
pekenaan bag pegawai/karyawan melalui pengaturan
bekerin dengan menggunakan shift,
Waktu operasional hotel dilakukan secara normal,
Kapastas di hotel dibatasi, sebagai berikut
a. paling banvak 50% (lima puluh persen)
tamu/pengunjung dari kapasitas jumlabh kamar;
dan
b. kegiatan vang dilakukan di ruang pertermuan dan
ballreom hotel tidak diperbolehkan
Wakiu operasional restoran, rumah makan dan café i
hotel vaitu mulai buks pukul 06.00 WIB sampai
dengan tutup pukul 20.00 WIB.
Untuk kegiatan restoran dan café dapat mengantarkan
sajian makanan ke kamar pengunjung hotel dan tidak
menyediakan  sajian  makanaen dalam  bentuk
buffet/ prasmanan.
[y hotel tidak diperbolehkan membukn f{asilitas
spa/ massage / pijat/refleksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan
pencegahan dan pengendahan penvebaran Covid-19
siehagaimena dimaksud pada avat (1] tercantum dalam
Lampiran | yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar Peraturan Wali Kots .

Baman Kedelapan

FPelnkasanaan PPEKM Level 4 Dalam Kegintan Konstrulesi

Pasal 15
Delam mngka pelaksanaan PPEKM Level 4,
penanggungiawab  kegiatan — konstubksi | untuk
infrastrokrur  publik  wajib  menerapkan  protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran
Comrd- 19 secari ketat,

(2] Penanggungiawab .
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Penanggungawab kegiatan konstruksi méngutamakan
pelaksanaan  pekerjaan  bagi pemwaﬂkar}'nwan
melalui pengaturan bekeria dengan menggunakan
shift.

Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan
sefare normal.

Ketentuan lebih lanjut mengenal protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian penyebaran Cowid-19
sebagaimann dimaksud pada ayat (1] tereantum delam
Lampiran | yang merupakan bagan nidak terpisahkan
dan Peraturan Wall Kota ini

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan PPEM Level 4 Dalam Kegiatan Industri,

Sentra Industn, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Keeil

(1)

12)

(3)

[4)

dan Menengah

Fasal 16
Dalam  rangka pelaksdanaan  PPKM Level 4,
penangpungiawab Kegintim Industri, Sentra Industr,
Ekanom Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
wajib menerapkan protokol keschatan pencegahan
dan pengendalian penyebaran Cowid-19.
Penanggungiewab Kegiatan Industr, Sentra Industn,
Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecll dan Menengah
mengutamekan  pelaksanaan pekerjaan bagi
pegawni/karyawan melalul pengaturan bekerja dengan
maenggunakan shift.
Wakiu operasional Kematan Industri, Sentra Induser,
Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecll dan Menengah
dilekukan secara normal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai protokal kesehatan
pencegahan dan pengendalinn penyvebaran Cowdd-19
sehegaimana dimaksud pada ayart (1) tercantum dalam
Lampiran | yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar Peraturan Wali Kota .
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Bagan Kesepuluh
Pelaksanaan PPKM Level 4 di Rumah Thadah

Pasal 17
Dalam rangka pelaksanaan PPEKM Level 4, krgmxml
pada Rumah ibadah seperti Masid, Mushols, Gergja,
Purn, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya vang
difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan
kegiatan peribadatan /keagamaan berjamash dan
mengaptimalkan pelaksanaan ibadah i rumah.
Dalam hal kegiatan pertemuan mMAasvarakat vang
dilaksanakan di rumah ibadah, ssperti majelie taklm,
pengafian  dan sejemisnya  dilaksanakan secara
virtual/ online.
Pembimbing/guru keagamaan melakukan kegiztan
pembinaan keagamaan secara virtual / enline
Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan
pencegnhan dan pengendalan penyebaran Cownd-19
schagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagan hesebelas

Pelnksanaan PPKM Level 4 di Lokasi Wisata dan Jasa

Usaha Pariwisats Hiburan

Pasal 18
Selama pandemi Cowvid-19, kepiatan di lokesi wisnta
tidak diperbolehkan.,
Selama pandemi Cowd-19, fasilitas ymum dan area
publik lainnya ditutup,
Selama pandemi Cowid-19, kegiatan pada Jasa Usaha
Pariwisata Hiburan tidak diperbolehlan.
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Bagian Keduabeins
Pelakzangan PPEM Level 4 Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan PPEM Level 4, kegiatan
Olahrugn di sarana Olaheagn vang dapat menimbulkan
keramaian dan kerumunan tdak diperbolehkan.
Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan
Clahraga sebagaimana dimmalesud pada avat (1),
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Bandung.

Bagian Ketigabelas

Prlaksanaan PPEKM Level 4 Dalam Penvelengeamman Acara

(1]

12}

[3)

{4

(5]

]

Fasal 20

Selama pandemi Cowid-19 kegiatan penvelengparasn

acara vang diperbolehkan, terdiri atas:

a. klotan;

b. permikahan; dan

¢, pemakaman dan/stau taksiah kematian vang
bukan kiatens Cowd-19,

Pelaksanaan penyelenggaraan  -acara khitan

sebagaimana dimaksud pads avat (1) hurul a, hanva

dapat dilaksanaksan di fasilitns pelavanan kesehatan.

Pelaksenaan penyelenggaraan acara  pernikahan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, hanva

melaksanakan akad nikah/prosesi pernikahan dan
resepsi permikahan ditiadakan, dengan Ketenbuars;

&  untlk wargs vang beragama Islam melaksiannkan
prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agamug;

b, untuk warga vang beragama non [slam
melaksanakan prosesi pernikahan & Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bandung.

dengan dihadiri keluarga nt paling banvak 10

[sepuluh) orang.

Pelaksanasn penvelenggaraan acara pemakaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof ¢, dihadiri

oleh keluarga inti paling banvak 10 (sepuluh] orang.

Dalam rangka pelaksanaan PPKM  Level 4,

penyelenggaraan acarn sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2}, avar [3) dan avat (4] wajib
menerapkan  proiokol kesshatan pencegahan dan
pengendalian penvebaran Covid-19 secara ketat

Selama pandemi Cowid-19, kegiatan penvelenggaraan

penyampaian aspirasi  oleh masyarakst  udak

dilaksanakan secara tatap muka.

(7] Ketentuan ...
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Retentuan lebib lanjut mengena: protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian penvebaran Covid-19
tercantum dalam Lampiren | yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.

Baginn Keempatbelas

Pelaksanann PPKM Level 4 Dalam Aktivitas Transportasi

(1}

Pa=sal 21

Sclema pandemi Cord-19 kematan transportas) orang
dan barang diatur sebagai berilcun

kendargan mobil penumpang pribadl  dibaisd

lumlah penumpungnyva sebagal berikur

1 mobil penumpang sedan atau sejenisnyva
dengan kapasitas duduk 4 (empat] orang,
maka maksimal dapat mengangkut 3 (ties)
orang; dan

2. mobil ‘penumpang bukan sedan  atau
sejenisnyva dengan kapasitas duduk lebih dan
4 (empat| orang, maka maksimal dapat
menganghut 4 [empat) orang.

anghutan orang dengan kendaraan bermotor

umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau mods

transportasi barang jumlah orang dibsatasi paling

banvak 70% (twjuh puluh persen] dan kapasitas

anglkutsn;

angkutan roda dua pnbadi dapat menganghkut

orang atau barang selama memenuhi protokol

kesehietan yang ditetapkan dalam Peraturan Wal

Kaota ini; dan

angkutan roda dua berbasis aplikasl dapat

mengangkut orang atau barang dengsn ketentuan

harus terlebih dahulu mendapat persctujuan dari

Wah Kotz selako Ketua Komite Kebijakan

sthagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota

ini.

(2} Hrrtm:zan
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Ketentuan teknis operasional angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum, angkutan perkerstaapian,
dan/amu moda transportasi barang vang menipakan
kewenangan Dacrah Kota. secara teknis ditetapkan
oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Ketentuan lebih lenjut mengenal protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian penvebaran Cotid-19
sehagmimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan begian tdak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas
Regintan /Aktivitas Yang Dhibatas:

Pasal 22

Regintan [ aktivitas yang tdak diperbolebkan, terdiri atag:

.

kegiatan/akiivitas usaha, meliputi salon kecantilan,
klinik kecantikan, pant pijat. refleksi, mandi uap,
spa/maossage, arena bermain anak dan  arena
permainan, dan  kegiatan i meetings, incentives,
conferencing, exhibitiorss [MICE),

kegiatan faktivitas usaha lokssi  wisatn, meliputi
destnast wisata luar ruangan untuk anak-anok
sepertl taman laly lintas;

kegiatan /aktivitas usaha gelanggang sem; dan/atau
kegiaman fakrivitas event dan/atau konser send/musile.

BAB Il
FERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 23
Selama pandemi Cowid-19, dalam rangka pelaksanasn
PPEM Level 4, khusus untuk kegiatan /aktivitas usaha
tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari Wall Kota selaku Ketus Komite Kebijakan.
(2] Kegmatan ...
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Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud
pada avat (1] ynitu angkutan mds dua berbasis
aplikas:,

Wali Hota mendelegasikan pemberian persetujuan
schagaimana dimaksud pada avat (1) Kkepada
Sckretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian
Satgas Tingkat Kota.

Pesal 24
Untuk  memperoleh  persetujuan  sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 23, penanggungawab
kegiatan/dktivitas usahs menvampaikan permohonan
kepada Wali Kota selaku Komite Kebijakan melalul
Selgetaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian
Satgas Tingkat Kota setelah mendapal rekomendasi
teknis dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
untuk kegiatan /aktivilas usahe sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 avat (2],
Permohonan sebagaimana dimaksud pada avet (1)
dilamipin. dengan  surat permvataan  Kesanggupan
pelaksanann PPEKM Level 4 dari pemohon.
Setclah menerima surat permohonan sebagaimana
gimaksud pdda avat (1], Wali Kota selaku Ketua
Komite Kebijakan mendisposisi kepada Sekretaris
Dasrah Kota Handung selaku Ketua Pelaksana Harian
Satpas Tinglkal Kota.
Pelaksanaan teknis  administrasi  penerbitan
persetujuan sehagamana dimaksud pada ovar (1)
dibantu oleh Sekretaris Satgas Tingkat Kota

Pasal 25

Selama pandemi Cowid-19, dalam rangka pelaksanaan
PFKM Level 4, khusus untuk kegiatan khitsnan dan
akad nikah yang dilaksanakan di rumah harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dan Camat
selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatun.
Untuk  memperoleh persetujusn sebagaimana
dimaksud pada avat {1), penonpggungiawab kegiatan
meénvampaikan permohonan kepada Camat selaku
Ketua Satgas Tingkat Hecamatan setelah mendapat
rekomendast 1ekmis dan Lumhbh dan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan.

{3} Permohonan ...
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampin  dengan surat pernvataan kesanggupan
pelaksanaan PPKM Level 4 dart pemohon diketahui
oleh Rukun Tetanpgi dan Rukun Warga.

Setelnh  mendrima surat purmnhnnin sebagaimeara
dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Ketua Satgas
Tingkat  Kecamatan  menerbitkan  persetujuan
prlaksanisan  khitanan atau  akad nikah vang
dilaksanakan di rumah.

Camat selaku Ketua Satgas Tingkat Kecamatan
melakukan pengawasan dan  penpgendalian atas
pelaksanoan kegintan khitanan dan akad nikash yang
dilzksanakan «i rumah.

Pasal 26

Format surst permohonan, surat pernyataan kesanggupan
pelaksangan PPKM Level 4, rekomendasi dan surat
persetujuan sebagaimuna dirmakstd dalam Pasal 23, Pasal
24 dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran 11 vang
merupakan bagian tidak terpisahlean deri Peraturan Wali
Kota inl.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN

KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PPKM LEVEL 4

()

Bagian Kesstu
Hak dan Kewsjiban

Pagal 27

Sclama pandemi Cowvid-19, setiap penduduk di Daerah

Rota mempunyar hak yang sauma untuk:

8. memperolech perlakuan dan  pelavanan  dan
Pemerintah Daerah Kota,

b, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai
kebutuhan medis;

c. memperolech data dan informosl publik seputar
Covid-19;

t. kemudahan akses di  dalam  melakukan
pengaduan seputar Cowid-19; dan

e. pelavanan pemulassraan  dan  pemakaman
jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

|2} Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimang dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Selama pandemi Cowmd-19, setiap penduduk wajib:

a. mematuli  seluruh ketentuan di | dalam
pelaksanaan PPEKM Level 4; dan

b. ikut serts dalam pelaksanaan PPEM Level 4,

Dalam hal penanganan Cowid-19, setiap penduduk

wailh:

a.  mengkutt testing dan pemeriksasn sampel untuk
Covid-19 dalam penvelidikan epideminlogt (confact
trucing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa
oieh petiigns;

b.  melakukan isolasi mandiri di tempat tingeal
[rumah), Pusat Isclasi Kecamatan/Kelurnhan
danfatau shelter maupun perawaten di rumah
sakit sesual rekomendasi tenaga kesehatan; dan

¢. melaporkan kepada renaps keachatan apabila diri
sendiri dan /atau keluarganva terpapar Covid-19,

Pelaksanaan kewsjiban sebagaimana dimaksud pada

avat (2] harus mengikutt panduan percepatan

penanganan Cowd-19.

Bagian Kedua
Penanganan Pelayanan Kesshatan

Pasal 28
Pemerintah Daerah Kota mengalokasiban anggaran
dalam APBD Kota untuk keperluan ponanganan
pelayanan  keschatan dalam rangka percepatan
penanganan Cowd-19 dengan  berpedoman  pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Percepatan Penanganan Comd-19 di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota
Penyelengparaan pelavanan kescharan  dilakukan
melalui  penguiian  kesehatan dengan  berbagal
instrumen pengujlannya vang meliputi-
a. menyediakan rapid antigen lest,
h. hiosafety level 2; dan fatay
e, pengujian keschatan lainpya vang bertujusn untuk

memastikan tingkat kesehatan vang diuii.

(3} Pemeriniah ...
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(3] Pemenntah Daerah Kota wajib:

a menjamin ketersediaan ruang isolasi hagl pasien
positiif Covid-19, pagien suspek;

b, menvediakan nutrisi dan obat-obatan;

c. menvedinkan akomodas:, transportasi, dan insentif
khusus bagl tenaga keschatan vang menangani
pasien Cowid-1%,

d. menvediakan alat pelindung diri vang mencukupi
kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan

e, menyediakan berbiagnl perlengkapan dan peralatan
kesehatan lainnva untuk meénangani pasien Couid-
19,

Pasal 29
Rumah sakit, klinik kesehatan, perpuruan tngsgi, dan
lembaga-lembaga  lainnva  baik milik  Pemerintah,
Pemenntah Daérah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota
maupun swasia wajilb membantu tensga keschatan, sarana
prasarana’ kesehatan, laboratorium vang diperlukan untuk
percepdatan penanganan Cowid-19.

Pasal 30
Pelaksanaan pelavanan keschatan sebagaimana dimaksud
dodam Pasal 28 diprioritaskan dalam pengangparan
pereepatan penanganan Cowd-19.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama
PPEM Level 4

Pagal 31

(] Selama pandemi Cowmd-19 dunia usaha/lembaga
lain /kelompok masvarakat maupun perorangan dapat
memberikan  bantuan hkepada warga mesyarakat
terdampak Cowid-19 vang penvalurannva dilakukan
melalul Satgas secara berjenjang.

[2} Satgas mengelola bantuan yang bersumber dar Dunia
usaha/lembaga lain/kelompok masvarakat maupun
perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sential dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

)
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Pasal 32

Femerintah Daerah Kota dapat memberikan banfusn
kepada keluarga miskin dan tidak mampu vang
berstatus kependuduksn, tnggal dan menectap di
Daerah Kota, belum teregister dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) untuk memenuhi
kebutuhan pokoknva selama pelaksanasn  PPKM
Level 4, dengan kriteria sebagai berikut;
a. pekeda informnal;
b, berpenghasilan haran;
e, lanjut usia distss 60 enam puluh) tahun;
d. penvandang digshilitas; dan/atau
e. masyarakat miskin vang terdampsk dan terpapar

Covid-19.
Krteria warga miskin dan tidak mampu sebaparmans
dimaksud pada avat (1) adalsh warga vang belum
mendapatkan bantuan sosial diard Pemenntab Pusat
berupa Program  Keluargas Harapan, Progrom
Sembako/BPNT dan Bantuan Sosial Tunai [BST).
Bantuan sebagaimana  dimaksud pade  avat (1)
bersumber dan APED Kota Bandung,
Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan
secara duplikasi vang bersumber dar Pemerintsh
Fuzsat dan Pemerintah Dacrah Provinsi,

Pasal 33

Satgas Tingkat Kota diwajibkan untuk melakukan
pendataan mutakhir mengenai warga miskin dan tidak
mampu dan/atau warga vang terdampak Couvid-19
selama masa PPEM Level 3.

Pelaksanaan pendatasn sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakon oleh Satgas Tingkat Kecamatan
dan Satgas Tingkat RKelurnhan dengan melakukan
verifiknal  dan  vahdass yang melibatkan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga.

{3) Hasil ...
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Haail prrdatann sebagaimana dimaksud pada avat (2)
berupa Berita Acara Hasill Musyawarsh Kelurahan
untuk disampaikan kepada [Dinas Sosial Kowa
Bandung untuk dilakukan verifikas) dan validasi ulang
sarta dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan
bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Bandung.

Data mutakhir scbagaimana dimaksud pada ayat (3|
memjadi  dasar untuk mengusulkan dan/fatau
menetapkan penerima bantuan.

Penerima bantuan sosial PPEM Level 4 sebagaimana
dimaksad pada avat (4] ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota.

Pasal 34

Bantuan yung bersumber dar Pemerintah Daergh
Kota diberikkan secara tunai.
Penerima bantoan wajib memanfaatkan  bantuan
semmiata-mata untuk belanja kebutuhan pokok sehari-
hari.
Fenganggaran bantuan penanganan (aring pengaman
sosial dianggarkan dalam APBD Kota Bandung dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Besaran bantuan sebagaimana dimakaud pada avat (1)
digesumikan dengan kemempuan keuangan Dacrab
Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Bantuan sebagaimana dimaksud pada awat (1)
diberikan kepada warga muskin dan tdak mampu
schanyak | (saiu] kali per kepala keluarga
Bantuan sebapaimana dimeksod pads avat (1] dan
ayal (3] dibayarkan mulal bulan Juli 2021 sampai
dengan bulim Agustus 2021 dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah Kot
Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada avat
(1] den svat (2) dilakukan den_gan memperhatikan
aspek tepar jumlah, tepat sasaran, tepat mutu dan
tepat wakiu.

Pasal .
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Pasal 35
Penyaluran bantuan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perigelolaan
keuangen dacrah.
Penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 avat (5) disalurkan melalui
Lembaga Perbankan atau perusshasn vang bergerak
dalam bidang jasa ekspedisi.
Lembage Perbankan atau perusahaan vang bergerak
dialam bidang juss ekspedisi schagaimana dimaksud
patda ayat |2} ditetapkan dengan Kepurusan Wali Kota
dan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama.
Inspektormt Kota Bandung melakukan pendampingan
atss penyaluran bartuen.

Pasal 36
Pemerintah Daerah Kol dapat memberikan insentif

kepada pelaku usaha vang terdampak pandemi

Copid-19  sesusy  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan dan mempertimbanghkan
kemampuan kenangan Daerah Kola,

Selain insentif sebagaimana dimaksud pads avat (1),
Pemerintah Daembh Kota  dapat memberikan
penghapusan sanksi administrasi pegak hotel, pajnk
restoran, pajpk hiburan dan /sy pajak parkir,

BAR V
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19
Pasal 37
Dalam  rangke melaksanakan penanganan  dan
penanggulangan Cowid-19 di Daerah Kota, Pemerintah

Dacrah Kota menyusun basis data dan informasi

kebutuhan penyedizan dan penyaluran sumber dayva.
Prosedur dan penggunaan sistem informeasi  dalam
rangka  penyedisan dan penyaluran sumber dava
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 38
Pemerintali Daerah Kots dapat melakukan kolaborasi
kelembagnan dalam pencegahan dan pengendalian
Corid-19  dengan  berbagal plhak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2] Kolaborasi ...
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Kolaborasi kelembagaan sebapgaimana dimaksud pada
avat (1) dilakulkan dalam bentuk:
a. dukungan sumber dayva manusia;
b. sarana dan prasarans;
¢, datadan informas; dan/atau
d. jasa dan/atau dukungan lain.
Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat
dalam pencegahan dan pengendalisn Comd-19 melalui
pelaksanaan PPRKM Level 4 di setisgp Kecamatan
diberituk Lembur Tohaga Lodayk dan di  setiap
Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.
Pembentukan Lembur Teohaga Lodaya dan Rukun
Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan
Kepalisian, TNl danj/atau  instansi terkait lainnva
bersama masvarakat.

BAB Vi

SOSIALISASI

Pasal 39
Salgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan
Satgas Tingkat Kelurshan serta seluruh Perangkat
Daecrah di lingkungan Pemerintah UDaerah Kota
Bandung  melaksanakan kegiatan  -sosialisasi
pelaksanaan dan penemmpan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat selama PPKM lLevel 4 dalam rmangka
percephtan penanganan Cowid-19 di Daerah Kota.
Medin  informasi dan  Rkomunikasi  yang  dapat
digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdin gtas:
a. press reiease;
b. media sosial;
c. sural kabar,
d. televisi;
e. madio;
. media ondme;
g: media reklome; dan
. media lainnya yang efektl dan efisien dalam

sosialisas
|3) Masvarakat ., .
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Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam
percepalan penanganan Cowid-19 di Daernh Kota dan
melakukan  sosialisasi secara  berjenjang  dan
berkesinambungan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUAS] DAN PELAPORAN

Fasgal 40

Pemantagan dan evaluasi dalam’ rangka menilai

keberhagilan  pelalsanaan PPKM Level 4 dalam

percepatan penenganan Cowd-19 di Daerah  Kota

dilakukan secara bertahap setiap 14 (empat belas| har

kalender.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada avat (1] dilskukan cleh Satgas Tingkat Kota,

Satgas Tingkat HKecamatan dan  Satgas  Tingkar

Relurahan sesual wewsnang dan tangeung jawabnvi

Penitalan keberhasilan pelaksanaan PPEKM Level 4

sebagaimana dimaksud pads ayvat (1) didassrkan pada

Kriteria:

i pelaksanaan PPKM Level 4 sesual  dengan
Peraturnn Wall Kota ini;

b jumlah kasus;

. sebaran kasus; dan

d.  produktivitas masyarakat.

Sefain oleh Satgas Tingkat Kota, pemantapan dan

evaluas: sebagaimens dimaksud pada ayatr (3]

dilakukan gleh:

r. Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk sekior
pendidikan,;

b. Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk sektor
kesehatan;

¢. [Dhinas Perdagangan dan Indusin Kota Bandung
dan Dirnas Ketuhanan Pangan dean Pertanian Kota
HBandung untuk sektor perdagangarn, industr,
pangan, pertanian, petémakan, epergi, dan
logistik;

d. Dhnas ..

At
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
dan Bagian Protokel dan Komunikasi Pimpinan
pada Sekretariat Daerah Kota: Bandung untuk
sektor komunikasi dan teknologi informasi scria
sosialisasi (termasuk media/jurnalis/ pers);
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk
sektor  perkantoran, keuangan, lembagn
pembiavasn /leasing, dealer, showroom, dan
bengkel kendaraan bermotor,

Dmas kebudavaan dan Pariwisath Kotn Bandung
sohtor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi
kreatif;

Dinas Penmtaan Ruang Kota Bandung, Dinas
Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan dan
Kawnasan Permukiman, Pertanahan dan
Pertamanan Kota Bandung untuk sektor
konstruksi dan pertamanan;

Dinas Pemuda dan Olahrags Kota Bandung untuk
sektor Olahraga:

Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk sektor
perhubungan;

Badan Kesatuan Bangesa dan Politik Kota
Basndung untuk kegiatan bidang politk;

Dinas Koperasi dan [!saha Kecil dan Menengahi
Kota Bandung untuk sektor Koperasi, kegiatan
usaha Kecil dan Menengah serta pedagang kaki
lims; dan

Bagan Kesejahterman Rsakyvat pada Sekretariat
Daerah kota Bandung bekerjs sama dengan
Kantor Kementrian Agams Kota Bandung untuk
kegiatan Keagamaan.

Pemantauan dan Evalunsi sebagaimana dimaksud
pada ‘ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan
masing-masing yvang berada pada Jalan Nasional,
Jalan Provinsi, dan Jalan Kota (Jalan Kolektor] dengan
melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung,

THI

dan’ Polri serta Aparatur Sipil Negara paila

Pemerintah Kota Bandung.

{6] Penunjukan ...
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Fenunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi schagaimana dimaksud
paida avar (5) dilakukan dengan surat perintah dari
Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Femantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada avat (3] vang kegiatannya berada pada jalan lokaf
dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat
Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada
jalan lingkungan dilskukan oleh Kelurghan dengan
melibatkan aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Fasal 41
Dalam pelaksanaan PPKM lLevel 4, Pemerntah Dacrah
nota, #swasta, akademisi, masyvarakat, media dan
Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi
aktif melakukan pemantauan pelaksanaan FPKM
Level 4.
Pemantauan pelaksanaan PPKM Level 4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilapoerkan melalui Satgas
Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan, Satgas
Tingkat Kelurahan dan/atay kanal penangansn
pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemnerintah
Dacrah Kota.
Hasil pelaporan oleh masyarakat sebapaimana
dimaksud pada ayat (2] ditindaklanjuti oleh Satgas
sesusl dengan tingkatan. kewenangan dan tangEung
jawabnya;

BAB VI
FENEGAKAN HURKUM

Pasal 42
Penegekan hukum dalam  rangka pelaksanasn
Peraturan Wali hota mi dilakukan oleh Satgas Tinghkat
Kota
Kewenangan Satpas Tingkat Kota scbagaimana
dimaksuid padn ayar (1) meliput
a. melakukan tndakan penertiban  nonyustisial
terhadap warga masyarakat, aparatur, ‘&tau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Wali Kota ini yang bertujuan untuk
melindungl masyarakar dari penyebaman dan
penularan Cowvid-19;
b. menindalk .

A
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menindak warga masvarakal. aparatur, atau

badan hukum yang mengganggu ketertiban

umum dan ketenteraman masvarakat;

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum vang

diduge melakukan pelanggaran atas Peraturan

Wali Kota ini; dan

melakukan tindakan administratif terhadap waiga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum vang

melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota

irii, berupa:

teguran lisan,

reguran tertulis:

jaminan kartu identitas;

kemia sosial;

denda administrant;

Mengumumgan secara terbuka;

penghenban sementara kegiaran;

penghentinn tetap kegiatan;

catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;

pembekuan =in usahs atau rekomendasi

pembekuan ixin usaha, dan/stau

1'l, pencabutan sementara imin usahe &tau
rekomendasi pencabutan  sementara  izin
usaha.

o W

o e B

=

Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat
Kelurahan berwenang melakukan penegskan hukum
kepada pelanggar Peraturan Wall Kota ini berupa:

L

FE M DT

teguran lisan;

leguran tertulis;

jaminan Kartu identitas;

keria sosial

denda administratif;

mengumumkan secara terbuka;
penghentian sementirs kegiatan;
perghentian tetap kegiatan;

catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;

Penegakan hukum sebagaimana dimaksiid pada avat
(2} dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral
serta dengan berpedoman pada ketentusn perasturan
perundang-undangun.
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BAB IX
SANKSI

Pasal 43
Jenis sanksi administratil terhadap pelanggaran PPKM
Level 4 di Daeran Kota, meliputi:
m.  teguran lisan;
li.  teguran tertulis;
o. jaminan karto identitas:
kerja sosial;
denda administraif;
mengumumkan secar terbuka;
penghentian sementara Kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
catatan Kepolisian rerhadap para pelanpgar;
pembekuan  imn ussha  atau  rekomendam
pembekuan n usaha; dan /atau
k. pencabutan sementara igin  usaha &tau
rekomendasi pencabutan sementara izin usaha,
Penerapan  sanksi  administratif  sebegaimana
dimaksud puda ayat (1] dilakukan dalam bentulk;
a  sanks rngan;
b. -sanksi sedang, dan/atau
. sanksi berat
Sankai ringan sehagaimana dimaksud pads avat (2)
huruf a, terdin atas;
@,  teguran lisan; dan
b,  teguran tertulis
Sanksi sedang stbagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf b, terdiri atas:
a, jamiman kartu identitas;
b. kerja sosial: dan
. pongumuman secara terbuka
Sankni berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
buruf e, terdin atas;
g dendn administranf;
b. penghentian sementara kegiatan,
c. penghentian tetap kegiatan;
d. pembekuan i@mn  usaba atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;

T SR
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e, pencabutan ..
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e.  pencabutan  sementara izin @ usaha  amu

rehomendasi pencabutan sementara izin ussha;
dan
f. pencabutan 1=n ussha atau  rekomendasi
pencabutan zm usaha.
Pengenaan sanksi administratil terhadap pelanggaran
scbagmmana dimaksud pada syvat (1), dilakukan oleh
Satgas Tingkat Kots. Satgas Tingkat Kecamatan dan
Satgas Tingkat Kelurahan.

Pasal 44
Setiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 5 avat
(1} dikenakan sanksi administratf dalam bentuk:
a. sankai ringan_ berupa:
1. teguran bsen; dan/atau
4. teguran tertulis.
b. sanlksi aedang, terdinl atas:
1. jaminan kartu identitas;
2. kerja sosial: atau
3. pengumuman secara tefbuksa.
c. sanksi berat, dalam bentuk dendsz adminisrearif

paling besar Rp100,000,00 (seratus ribu ruplah),
Setiap.  Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab  vang
melanggar ketentuan Pasal 5 avat (2], Pssal 7 dan
Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentul:
g. sanksi ringan, rerdin ates:

1. teguran lisan; dan

4. teguran tertulis.
h. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jamiman kartu identitas pemilik/pengelola/
penangeung jawal; atau

2. kena sosial

. ceanksi borat, terdiri atons:

1. denda administratil, paling besar
Rpi50.000,00 (seratus lima puluh by
Fupiah);

2. penghentian ...

ok
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4. penghenbian sementara kegiatan /penvegelan;
3. pembekuan izin; dan/atau
4. pencabutan izn,
Seusp orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan
Pasal 10 dikenakan sunksi administratif dalam
bentul
a  sanksiringan, herupa:
1. tepuran lisan; dan/atau
4. teguran tertulis.
k. sankst sedang, terdin atas:
1. jaminan kartu identitas;
2. kerja-somal; atail
3. pengumuman secara terbuka
0. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif
paling besar Rpl100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Setiap Pimpinan / Pemilik / Pengelola / Penanggung
jawab kegiatan vang melanggsr keterituan Pasal 11,
Pasal 12 ayat (1] dan ayat (2], Pasal |3, Pasal 14, Pasal
15 avar (1) dan ayat (2}, Fasal 16 ayat {1] dan ayat (2),
Pasal 18 avat (1). Pasal 19, Pasal 20 dikenakan sanksi
atdministratif dalam bentuk
a. sarks fngsn, terdin atas:
1. reguran lisan; dan
2. teguran tertulis.
b sanksi sédang. terdin atas:
1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/
penangeung jawab kegiatan usaha;
2. kerja sosial; atau
3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdin atas:
1. denda admimistratif, paling besar
Ep500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. penghentian sementara Kegiatam,
3, penghentan tetap kegiatan
4. pombekuan izmn usaha atay  rekomendasi
pembekunn izin usaha;
5. pencabutan ..,

e
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Qi pencabutan  sementars  izgin usaha atsu
Tekomendasi  pencabutan  sementara iz
uanha; dan /atai

6. pencabutan izin usabs ‘atau rekomendasi
pencabiitan izin usaha.

Setiap Fimpinan / Pemilik / Pengelola ( Penangpung
jawab kegmtan vang melanggsr ketentuan Pasal 18
avat (3] dikenakan sanksi administratif beru pa:

a, denda administratil, paling besar Rp500.000,00

{lima ratus ribu rupiah);

b, penghentizn sementara kegintan,
penghentian tetap kegiatan;
d. pembekuan imin  usaha amu rekomendasi

n

pembekuan izin usaha;

¢. pencabutan sementara izin  usaha atsu
rekomendasi pencabutan sementara fzin usaha;
dan /fatau

f. pencabutan i@in  useha amu rekomendasi
pernicabutan tzin usaha

Sankst berat berupa penghentan sementars kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5 huruf b,
dilakukan dengan cara penyepelan tempat kegiatan
usaha selama 14 (empat belas] han,

Setiap Pimpinan / Pemilik/ Pengelola/ Pénanggung

jawab kepatan vang  teleh dikenal sanksi dan
mengulang pelanggaran ketentuan Pasal 18 avat (3)
dikenakan sanksi berupa:

A, pembekuan imin  usaha @au  rekomendasd
pembelkuan izin usiha;

b. pencshutnn sementara  izin usaha a&tau
rekomendasi pencabutan sementara imn usaha;
dan/atal

¢ pencabutan  imn usaha catau  rekomendasi
pencabutan izin usaha

(8] Setiap ...



(8]

(9]

(10

]

Setiap  Penanggungiawab Rumah [hadah  vang
melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi
admimistratif dalam bentuk;

8. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

Setiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat

{1} huruf a dikenukan sanksi administranf dalam

bentule

a. sanksiringan, terdin atas;

L. teguran lisan;: dan

2. teguran tertulis.

. sanksi sedang, terdin atas:

1. jaminan kartu identitas:

2. catatan Kepalisian; atan

3. kerja sosial.

e. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif,
paling besar Rpl30.000,00 [seratus lima puluh
nbu rupiah).

Setiap Pemilik/Pengelola/ Penanggungjawab)

Pengemudi angkutan orang vang melanggar ketentuan

Pasal 21 avat [1}] huruf b dikenakan sanks

admimsiratif dalam bentuk:

8. sanks nngan, ferdin atas:

1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis

L. sanksi sedang, terdiri atas:

1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul
ITansportasi;

2. kerja sosial;

3. catatan Kepolisian; amu

4. pengumuman secars terbula.

c. sanksi berat, terdin atas:

1. denda -gdministratif. paling Lesar
Rp150.000,00 (seratus lma puiuh  Tibu
rupiahl;

2. penghentian sementara kematan]

3. penghentian _,.

W
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3. penghentan tetap kegatan,

4. pembekusn izin ussha atau rekomendasi
pembelkuan izin usaha;

3. pencabutan sementara  fzin | usaha  atau
rekomendasi pencabutan sementara Ein
usaha; dan/atay

6. pencabutan izin usahs atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.

(11] Setiap ormng vang melanpgar ketentuan Pasal 21 ayat
(1) hurtf ¢ dikenskan sanksi administratl dalam
bentuk:

a sanksi ringan, terdiri atas:

l. teguran lisan; dan

2, teguran tertulis,

b, ‘sankai sedang. terdio atns,

1. mminan kariu dentitas;

2. catatan Kepolisian; atau

3. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda administranf,
paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

(1) Senap Pemilik/ Pengelola/ Penanggungiawab/
Pengemudi anghutan reda dus berbasis aplikas) vang
melingegar ketentuan Posal 21 ayat (1) huruf d
dikenakan sankai admimstratif dalam bentuly
a. sanksi ringan, terdir atas:

1. teguran Hsan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdinl atas;

1. penjaminan kartu identitos pengelola simpul
transportasi;

2. kena sosial;

3, catatan Kepolisian; atau

4. pengumuman secara lerbuks.

¢. aanksi bernt, terdin atas:

1. denda adminigtratif, paling hesar
Rpl50.000,00 (seratus YHma pulul  ribu
rupiah};

2. penghentian ..,

g



(13) Setiap
kegiatan faktivitas vang melanggar ketentuan Pasal 22
dikenakan sanksi admimstratif dalam bentuk:

1
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penghentian sementara kegiatan,
penghentian tetap keglatan;
pembekuan izin usaha atay  ekomendasi
pembekiian izin usahs;
pencabutan sementara =n usaha  atay
rekomendasi  pencabutan sementara  izin
usaha; dan/atau
priicabutan ion usahs atau  rekomendasi
pencabutan un usaha,

Pemilik / Pengelola/ Penanggungjawab

sanks ringan, terdin atas:

1.
2,

teguman lisan; dan
teguran tertulis,

sanlksl sedang, terdin atas:

2.

3.

jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/
penanggung jawab kegiatan usaha,
kerje somial: atau

pengumuman secara terbuka.

sanksi berat, terdin atng:

1.

denda administratif, paling besar
Rpi00.000,00 {lima ratus ribu rupiah);
penghentian sementara kegiatan;

3. penghentian tetap kegiatan,

pembekuan imin usshs amu rekomendasi
pembekuan xin usaha

pencabutan sementara  izin usaha atau
rekomendasi  pencabutan  sementara izin
usaha; dan/atau

pencabutan mon usaha atnu  rekomendas)
pencabtutan izin usahs.

[14] Seriap ...

A
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(14) Setiap Pemilik ( Pengelola/ Penanggungjawab
kegiatan /aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 23
dikenakan sanksi administratf dalam bentuk:

- 1

sanks! ringan, terdir atas:

1. teguran lisan; dan

2, teguran tertulis

sanksl sedang, terdin atas:

1. jaminan kartu identitas pemilil fpengelola/
penangpung jawab keglatan usaha;

2. kerja sosial, atau

3. pengumuman secara terbuka.

sanksi berat, terdiri atas:

1. denda -administratif, paling besar
Rp500.000,00 (lima ratus riba rupiah);

4. penghentian sementira kegiatan;

3. penghentian tetap kegiatan)

4. pembekuan fmn usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha

5. pencabutan sementsra izn  usaha atay
mekomendasi  pencabutan sementara o
usaha; dan/atay

6. pencabutan dzin usaha atau  rekomendast
pencabutan izin usnha

(15] Setiap ormng yang melanggar ketentuan Pasal 25 avat
(1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

sanks: ringan, terdin atas:

1. teguran lisan; dan

2, weguran tertulis,

sankst sedang, terdiri atas:

l. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola f
penatgrung jawab kegiatan usaha:

2, kerjn sonial; atmu

3. pengumuman secara ferbuka.

sanksl berat, terdini atas;

1. denda adminiatratif, paling besar
Rpo00. 000,00 [lima ratus ribu rupiah); dan
2. penghentian kegiatan;
[16) Pengenaan ..

ads
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(16) Pengenaan sankai admimstratii  sebagaimana

(1

(2)

(3)

[4)

(3]

dimaksud pada ayar (1), ayet [2), avat (3), avat [4), avat
(8] sampai dengan ayat (16}, berakhir setelah
petanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan

vang dilenggar.

Pasal 45
Denda administratil wajib disetorkan ke Kas Daerah
Kota
Pembayaran denda  administratil  sehagaimana
dimaksud pada ayat (1] dapat dilakukan secara tunai.
atau nontunai.
Proses penerapan denda admimstracf sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dapat dilnksanakan melalui
sistem elektronik.
Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud
pada avat (1], diterbitkan Surat Ketetapsin Dends
Administratiif PPEKM level 4 berdasarkan bukn
pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PPEM
Level 4.
Surat Ketetapan Denda Admmistranl mepentukan
besamya nilai denda admimstratif yang wajib
dibavarkan oleh seriap orang wvang melakukan
pelanggaran selama pemberiakuan pelaksanaan PPKM
Level 4, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah
Rota.

(6] Surat ...

A
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Surat Ketetapan Denda Admimstrotif PPKM Level 4
berdasarkan  bukti  pelanggaren  sebagaimana
dimaksud pada avat (4] diterbitkan oleh:

a. pejabat vang berwenang pada Satuan  Polis
Pamong Praja Kota Bandung untuk pelanggsran
PPEM Level 4 di ungkat Kota: dan

b, Kepala Seksi Ketentraman dan Keétertiban
Kecamatan untuk pelangearan PPKM Level 4 di
tingkal hecamatan dan Kelurahan,

BAB X
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota 1 mulat berlaku, maka:

a

Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kepgiatan
Masvarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nemor 68);
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 68 Tahun 2021 f(entang Pemberlakuan
Pembatasan Keglatan Masyarakar Darorat Corona
Virus Disease 2019 [Berita Daecrah Kota Bandung
Tahun 2021 Nemar 70);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 202]
tentang Perubahan Kedua Aws Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 68  Tahun 2021 Ientang
Pemiberlakuan Pembamasan Kegiatan Masvarakat
Dararat Corona Virus [isease 2012 (Berita Uaerah
Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 71);

dicabut dan dinyvatakan tidak berlalku.

At



Fasal 47
Peraturan Wali Kota imi mulai berlaku pada wangeal
diundangkan.

Agar seriap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota inl dengan
penempaannya dalam Berita Daerah Kota Bandung,

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,
Ty
ODED MOHAMAD DANIAL

Dundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan sesual dengan aslinva
I{EFALA BAGIAN HUKUM
PADA EE AT DAERAH KOTA BANDUNG,




